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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  
 

Dalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sisdiknas menyatakan: Perguruan Tinggi Berkewajiban Menyelenggarakan 

Tridharma Perguraun Tinggi.  

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun  

2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan  

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan  

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian  

dan pengabdian kepada masyarakat, dan dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: Dosen  

mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang  

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dalam 

ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa: Kedudukan Dosen sebagai tenaga 

profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) berfungsi untuk: 

meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.  

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan  

solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat.  

Tujuan dari  kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang 

memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan 
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yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan  

pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat. Majelis Umum 

PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari 

Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga dunia itu mengajak 

pemerintah, organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk 

mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan1.  

Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka 

untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. 

Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan 

mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam 

kehidupan publik atau pribadi.1  

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang 

menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami 

perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Membuat perempuan 

mengalami ketakutan dan ketidaktentraman.  

B. LUARAN DAN MANFAAT KEGIATAN  

Manfaat mengadakan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat untuk 

Dosen,mMahasiswa dan Masyarakat antara lain:  

 

                                                             
1  Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Modern http://indonesian.irib.ir/sosialita/ 

/asset_publisher /QqB7/content/kekerasan-terhadap-perempuan-di-dunia-modern-1  

 

http://indonesian.irib.ir/sosialita/
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1. Mengasah Kemampuan Komunikasi  
 

a. Program Pengabdian Kepada Masyarakat sangat beragam, bisa dalam  bentuk 

pelatihan langsung., bisa pula dalam bentuk pemberian motivasi  dan solusi 

untuk kemudian dipraktekkan. 

b. Menyampaikan tujuan dari program tersebut tentu dilakukan secara  langsung di 

hadapan masyarakat di daerah target. Proses ini akan  mengasah softskill 

Dosen secara langsung di tengah masyarakat.  

c. Mengasah keterampilan dalam berkomunikasi atau public speaking. Semakin 

sering terlibat di dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Dosen 

dan Mahasiswa semakin mengasah keterampilan maka manfaatnya 

sangat besar untuk masa depan khususnya Mahasiswa.  

  

2. Memberi Manfaat Langsung kepada Masyarakat  

Jika selama perkuliahan di adakan dalam kelas, maka dengan adanya 

program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat menebar hal positif di tengah 

masyarakat,  sebab di dalam program tersebut, Dosen dapat menyampaikan 

solusi terhadap masalah yang umum dihadapi masyarakat. Misalnya dengan 

adanya pandemic bisa menurunkan kondisi perekonomian, maka bisa memberi 

penyuluhan terkait  pendirian usaha berbasis digital. Solusi ini akan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat tersebut.  

3. Memperluas Jaringan Relasi  

Saat program pengabdian masyarakat dosen berjalan biasanya akan 

melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari internal kampus sampai lintas fakultas 

maupun pihak eksternal, seperti perusahaan tertentu yang memiliki visi dan misi 

serupa. Sehingga saat mengikuti program ini kamu bisa mengenal semua pihak 

yang terlibat di dalamnya. Selama program berjalan kamu akan saling 

berinteraksi dan  
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mengenal mereka secara detail. Mereka inilah yang akan menjadi relasi di masa 

mendatang, yang akan memberi banyak manfaat. Baik untuk manfaat dalam 

kegiatan perkuliahan maupun setelah lulus.  

 

4. Media untuk Belajar Hal Baru  

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dan Mahasiswa juga bisa  

mempelajari banyak hal baru. Misalnya mengenai tema yang dijadikan solusi 

atas  permasalahan masyarakat setempat. Bisa jadi solusi ini juga baru 

diketahui dan kenal, sehingga bisa menambah pengetahuan. Selain itu bisa 

mengenal banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung, dan 

akan muncul usaha untuk memberi solusi terbaik. 
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         BAB II 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Letak Geografis Kabupaten Pasaman 

Kabupaten Pasaman terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat 

dengan luas 4.447,63 Km² atau setara dengan 10,44% luas Provinsi Sumatera Barat. 

Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 

0-55’ LU s/d 0-06’ LS dan 99-45’ s/d 100-21’ BT. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas 

(Provinsi Sumatera Utara) 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Agam 

3. Sebelah Timur : Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau). 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal 

(Provinsi Sumatera Utara). 

Secara administrasi, Kabupaten Pasaman terbagi dalam 12 kecamatan, 37 nagari 

dan 225 jorong. Dalam hal luas wilayah, kecamatan yang paling luas wilayah adalah 

Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 Km² atau 15,33% dari luas wilayah 

Kabupaten Pasaman, dengan dua nagari dan sebelas jorong. Sedangkan kecamatan 

terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 Km² atau 1,76% 

dari luas wilayah Kabupaten Pasaman dengan dua nagari dan delapan jorong.2. 

Kata Pasaman berasal dari Gunung Pasaman. Pasaman yang diambil dari bahasa 

Minangkabau yang berarti persamaan. Hal ini merujuk kepada masyarakat heterogen 

                                                             
2 Copyright 2024. Pemerintah Kabupaten Pasaman 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Pasaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_heterogen&action=edit&redlink=1
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yang tinggal di kabupaten ini. Sedangkan di dalam bahasa Mandailing memiliki terdapat 

kata pasaman yang memiliki arti yang sama dengan bahasa Minangkabau.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Budaya Masyarakat Suku Bangsa Minangkabau di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera 

Barat. Departemen Pendidikan Nasional. 2000. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mandailing
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
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BAB III 

METODE  DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Survei kelompok sasaran  

Pada tahap pertama untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan aspek lain 

di wilayah sasaran.  

B. Persiapan Sarana dan Prasarana  

    Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi 

yang akan digunakan untuk kegiatan. Sarana yang lainnya akan dipersiapkan 

secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang ada di 

lingkungan sasaran.  

C. Pelaksanaan kegiatan aksi  

Muatan yang paling penting dalam program ini adalah memberikan penyuluhan 

kepada siswa sekolah yang terdiri dari remaja tentang pentingnya  pengawasan 

dalam pergaulan ditengah masyarakat.  

D. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi, Mahasiwa dan Dosen akan diberikan feedback tentang 

program yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan 

bagikegiatan selanjutnya, agar dapat memberi manfaat secara langsung untuk 

masyarakat.  

E. Jadwal PKM 

Kegiatan PKM dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, 

Tempat : Hotel Emir, di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

A. Simpulan  
 

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi 

terhadap permasalahan terjadinya kekerasan Seksual terhadap Anak yang menjadi hal 

menakutkan pada masyarakat.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang  

memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan 

yang mahasiswa miliki khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan 

pengetahuan fisika serta berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat.  

B.  Saran  

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu misi dari sebuah perguruan 

tinggi yang pelaksanaannya perlu didukung oleh segenap warga perguruan tinggi yang 

disertai dengan penalaran yang utuh tentang konsep, strategi, program dan biaya yang 

Memadai. 





https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


SOSIALISASI
UPAYAPENCEGAHAN 
KEKERASAN SEKSUAL 

TERHADAP ANAK

DOSEN- DOSEN BAGIAN HTN DAN BAGIAN HI
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

LUBUK SIKAPING, 11 NOVEMBER 2023





Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(1) Advokat dalam menjalankan tugas 
profesinya dilarang membedakan perlakuan 
terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, 
agama, politik, keturunan, ras, atau latar 
belakang sosial dan budaya.
(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan 
Kliennya dalam membela perkara Klien oleh 
pihak yang berwenang dan/atau masyarakat



Pasal 19
(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena
hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-undang.
(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya
dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan
dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan
perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi
elektronik Advokat



Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
menyatakan: Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan:
Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2
menentukan bahwa perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya



agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.



Perlindungan anak dapat juga diartikan
sebagai segala upaya yang ditujukan untuk
mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan
anak yang mengalami tindak perlakuan salah
(child abused), eksploitasi dan penelantaran
agar dapat menjamin kelangsungan hidup 
dan tumbuh kembang anak secara wajar baik 
fisik,mental, dan sosialnya.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 
menyatakan:
Anak adalah seseorang yag belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan



Kedudukan anak dalam 
lingkungan hukum sebagai subyek 
hukum, ditentukan dari bentuk 
dan sistem hukum terhadap anak 
sebagai kelompok masyarakat 
yang berada di dalam status 
hukum dan tergolong tidak 
mampu karena dibawah umur.



Sesuai ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 76E dan Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.



Pasal 76E menentukan: “Setiap 
orang dilarang melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul



Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 82
Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun 
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima 
miliar rupiah)”



Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 82
Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun 
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima 
miliar rupiah)”



Kesimpulan
Orang tua, masyarakat, Pemerintah Daerah

maupun Negara melindungi anak karena 
anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. 

Seharusnya kita dapat melindungi anak dari 
segala perbuatan pidana, yang bisa jadi 
dilakukan oleh orang terdekat dalam 
keluarga, dalam lingkungan pergaulan 
maupun di tengah masyarakat.




